DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Iimu Hukum, Malang: Bayu Media,
2005.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2006.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif,
1998.

Achmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Adrian Sutedi Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta:
Sinar Grafika, 2017,

Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, limu Hukum,
Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama,
2008.

Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 2000.

Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

E. Utrecht, 959, Pengertian Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku
Ichtiar, Cet. Ke-6.

Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan
Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Jakarta: Visimedia, 2009.

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus
Efendie Lotulung, Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara
dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika,
2011.

145



M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika,
20009.

Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-Undangan 1, Jakarta: Kanisius, 2013.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar lImu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1998.

Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: Citra Adytia
bakti, 2003,

Parasian Simanungkalit, RUPS Kaitannya dengan tanggungjawab Direksi
pada Perseroan Terbatas, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group,
2005.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Jakarta: Kencana Pranada
Media Group, 2008.

Philipus M. Hadjon, Ed. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika,
1993.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IlImu Hukum, Jakarta: Citra Aditya
Bakti, 1999.

Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, 1998.

Soedikno Mertokusumo, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan,
Yogyakarta: Liberty, 1984.

Sampara said, Buku Ajar Pengantar [Imu Hukum, Jakarta: Total Media,
2011.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press,
1987,

Steven H. Giffis dalam Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Stout HD, De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin,
Pengawasan Peradilan  Administrasi Terhadap  Tindakan
Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

146



Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:
Liberty, 2003.

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang,
dan Tanggung Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Baik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

JURNAL

Agung Prambudhy. “Kemudahan Usaha RI Kalah Dari Vietham Hingga
Singapura”. Https://M.Detik.Com/Finance/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-

4283004/Kemudahan-Usaha-Ri-Kalah- Dari-Vietham-Hingga-
Singapura, diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 20.30
WIB.

Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di
Indonesia. Jurist-Diction: Volume 2 Nomor 5, 2019.

Dewa Gede Indra Jaya Dan | Ketut Sudantra, “Legalitas Kegiatan Usaha
Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan”,
Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4, 2020.

Easybiz, “Keuntungan Akta Perusahaan KBLI Sudah Disesuaikan Dengan
Persyaratan  OSS”,  Https://www.Easybiz.ld/Keuntungan-Akta-
Perusahaan-Kbli-2017-Sudah-Disesuaikan- Dengan-Persyaratan-
Oss/, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, Pukul 22.00 WITA.

Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5c0642171e

7fc/Konsekuensi-Apabila. Perusahaan-Belum-Memiliki-Nomor-
Induk-Berusahal/, diakses pada tanggal 28 September 2022, pukul
18.45 WIB.

Hukum Online. “Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor
Induk Berusaha”.

Hukum Online.com, “Jika Perseroan Tidak Menyesesuaikan Aturan Dalam
UUPT”,
Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl2814/Jika-
Perseroan-Tidak- Menyesuaikan-Aturan-Dalam-Uupt, diakses pada
tanggal 12 Mei 2022, pukul 22.10 WITA.

147


https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5c0642171e7fc/Konsekuensi-Apabila
https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5c0642171e7fc/Konsekuensi-Apabila

Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati, Dkk. 2019, Pendaftaran Badan Usaha
Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration Of Business Post-
Issuance Of The Government Regulation Number 24 Of 2018).
Jurnal Negara Hukum: Volume 10, Nomor 2.

Mengutip, “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum” 2012,
https://ngobrolinhukum.wordpress.com, Diakses pada tanggal 19
Oktober 2020.

Minarni Snorita Karo Sitepu dalam Muthia, Perlindungan Hukum Terhadap
Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan
Berusaha Melalui Online Single Submission Pasca Keluarnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Tesis, Universitas
Sumatera Utara, 2021.

Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazda Zafira
Mauliza, Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna
Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di
Indonesia, Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1, 2018,

N. A. Sinaga. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia”.
Jurnal limiah Hukum Dirgantara, Volume 8 Nomor 2, 2018, hal. 19.

Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.04/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai Dan
Perpajakan.Diakses dari “Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan
Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)” 2015,
www.artonang.com, 05 September 2020.

Prima Wirayani. “Ease Of Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank
Dunia”. Http://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20181031201049-4-
40020/Ease-Of-Doing-Business-Ri- Turun-Ini-Penjelasan-Bank-
Dunia, diakses pada tanggal 11 September 2022, pukul 21.20 WIB.

Teori Kepastian Hukum, https://ngobrolinhukum.wordpress.com, pada
tanggal 19 Oktober 2022. Diakses dari, “Memahami Kepastian
(Dalam) Hukum?”.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan
Perundang- undangan di Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Bo. 9,
No. 1 (2018): 80, www.researchgate.net, diakses pada tanggal 30
Oktober 2020, pukul 12.00 WIB.

148



PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi
Badan Usaha Indonesia.

WAWANCARA

Wawancara dengan bagian Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi
Sulawesi Selatan (Andi Fahruddin) tanggal 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Direktur PT. Qiblatain Indah Mandiri (Indah Wahyuni)
selaku tanggal 20 September 2022.

Wawancara dengan Notaris Maros (Abdurrifai), Pada tanggal 12 November
2022.

Wawancara dengan Notaris Maros (Lisa Valda), Pada tanggal 14 Oktober
2022.

Wawancara dengan Notaris Maros (ibu Andi Nurbaya Mohadi), Pada
tanggal 9 Oktober 2022 .

Wawancara dengan Notaris Maros (lda Wahida) pada tanggal 21 Oktober
2022.

Wawancara dengan Notaris Maros (Norma Kulluman), Pada tanggal 12
Oktober 2022.

Wawancara direktur PT Anugrah Bintang Cemerlang (X) tanggal 18
September 2022.

149



LAMPIRAN

150



LAMPIRAN

1. Kantor Kementerian Hukum dan HAM

Figure 1 Wawancara dengan Bapak Fachruddin

151



2. Notaris kabupaten Maros

Figure 3 Wawancara dengan lbu Hj. Norma Kulluman, S.H., M.Kn

152



Figure 4 Wawancara dengan lbu Ny.Dra.Hj.Andi Nurbaya Mohadi,SH.,M.Kn.

3. Pelaku Usaha pemilik Perseroan Terbatas

Figure 5 Wawancara dengan Pemilik PT. QIBLATAIN INDAH MANDIRI

153



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
PINGAYOMAN Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
Laman: https://sulsel. kemenkumham.go.id/

12 Oktober 2022
SURAT KETERANGAN
Nomor : W23 - UM.01.01-915
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Abdi Negara Mohadi
NIM : B022211006
Program Studi : Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :
“ANALISIS HUKUM PENERAPAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
(KBLI) PADA PERSEROAN TERBATAS”
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

€
H/MH.
11111993031001



NOTARIS
IDA WAHIDA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I. NO. C-196.HT.03.01-Th.2007 TANGGAL 09 AGUSTUS 2007
J1. Poros Maros-Makassar Km.26 No.125, Maccopa, Kab. Maros Sulawesi Selatan Telp/Faka, (0411) 374666/373777
Email: jdawahida92%@yahco.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 306/KET/IW/IX/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IDA WAHIDA, S.H., M.Kn

Jabatan : Notaris dan PPAT di Kabupaten Maros.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
Fakultas Hukum Program  Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin,  Nomor:
7445/UNA4.5/PT.01.04/2022, tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian
kepada:

Nama : WAHYU ABDI NEGARA MOHADI

No. Pokok  :B022211006

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Judul Tesis  : Analisis Hukum Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI) Pada Perseroan Terbatas

Dengan ini menerangkan Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian pada
kantor saya, Notaris dan PPAT Kabupaten Maros yang berhubungan dengan judul tesis
tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 30 September 2022




Hj. NORMA KULLUMAN,S.H.,M.Kn
NOTARIS & PPAT

Berdasarkan SK.Menterl Hukum & Hak Asasi Manusia R.|
Nomor : C-525. HT. 03.01-Th.2007, Tanggal 28 Desember 2007
Berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.|

Nomor : 9-XVII-PPAT-2008, Tanggal 01 September 2008
Kantor : Jalan Poros Makassar Maros, Kilometer 21 No.69 Bulu-Bulu Maros

Tog : 081355661720 .

SURAT KETERANGAN
Nomor : 10/NR/1X/2022

Yang bertandatangan di bawabh ini :
Nama : HJ. NORMA KULLUMAN,SH.,M.Kn
Jabatan : Notaris-PPAT

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum
Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Nomor : 7445/UN4.5/PT.01.04/2022, tanggal
29 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian kepada :

Nama : WAHYU ABDI NEGARA MOHADI

No. Stambuk  : B022211006

Program Studi  : Magister Kenotariatan (S2)

Judul Tesis : Analisis Hukum Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
pada Perseroan Terbatas

Dengan ini menerangkan Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian pada kantor saya,
Notaris dan PPAT Kabupaten Maros yang berhubungan dengan judul tesis tersebut.

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Maros, 22 September 2022
Notaris dan PPAT Kabupaten Maros




KANTOR NOTARIS

Ny. Dra. Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH., M.Kn.

Kantor : JI. Lanto Dg. Pasewang No. 54 Telp. 371847 Fax. (0411) 374051 Maros
Rumah : JI. Lae-Lae No. 2 Barrang Lompo No. 34-36 Telp. 324941 Makassar

SURAT KETERANGAN
Nomor: 25/MR/NOT/2022
Yang bertandatangan di bawah ini: _
Nama : Ny.Dra.Hj.Andi Nurbaya Mohadi,SH.,M.Kn

Jabatan : Notaris-PPAT
Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas
Hukum Progfam. Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Nomor: 7445/UN4.5/PT.01.04/2022, tanggal
29 Agustus 2022 perihal Permohonan lzin Penelitian dan Surat dari Pengurus Daerah Bone dan
Sekitarmya tkatan Notaris Indonesia (IN1) tanggal 20 September 2022 Nomor: 24/Pengda-
Bone/INI/1X/2022/R6 Perihal Pengantar Penelitian Tesis dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : WAHYU ABDI NEGARA MOHADI
No.Pokok  : B022211006
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Tesis  : Analisis Hukum Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBL!) Pada Perseroan Terbatas
Dengan ini menerangkan Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian pada

kantor saya, Notaris dan PPAT Kabupaten Maros yang berhubungan dengan judul tesis tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Maros, 30 September, 262 ‘

upaten aro ’

.Dra.Hj.Andi\Nurba¢a Niéhadi,SH..M.K
B



SURAT KETERANGAN
Nomor : 99/RF/NOT/IX/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama ¢ Dr. ABDURRIFAL SH., M.Kn
Jabatan ¢ Notaris/PPAT
Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas

Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Nomor: 7445/UN4.5/PT.01.04/2022,
tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dan Surat dari Pengurus Daerah
Bone dan Sekitarnya lkatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 20 September 2022 Nomor :
24/Pengda-Bone/INI/IX/2022/R6  Perihal Pengantar Penelitian Tesis dengan ini
menerangkan bahwa :
Nama : WAHYU ABDI NEGARA MOHADI
No. Pokok : B022211006
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Tesis  : Analisis Hukum Penerapan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pada
Perseroan Terbatas

Benar telah melakukan penelitian pada kantor saya, Notaris dan PPAT Kabupaten Maros

yang berhubungan dengan judul tesis tersebut—— ————~ - - ——— e —

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Maros, 30 September 2022
Notaris dan PPAT Kabupaten Maros
Dr. ABDU SH., M.Kn.
S




SURATKETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah Ini:
Nama : INDAH WAHYUNI
Jabatan : Direktur PT.QIBLATAIN INDAH MANDIRI
Sehubungan dengan surat darl Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
Fakultas  Hukum  Program Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin,  Nomor:
7445/UN4.5/PT.01.04/2022, tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian
kepada:
Nama : WAHYU ABDI NEGARA MOHAD!I
No.Pokok  :B022211006
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
JudulTesis  : Analisis Hukum Penerapan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pada
Perseroan Terbatas
Dengan ini menerangkan Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian
pada kantor saya, yang berhubungan dengan judul tesis tersebut.
Demiklan Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, 20 September 2022
Direktur PT.QIBLATAIN INDAH MANDIRI



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah Ini:
Nama tH.Nur
Jabatan : Staff PTANUGERAH BINTANG CEMERLANG PRATAMA

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
Fakultas Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin,  Nomor:
7445/UN4.5/PT.01.04/2022, tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian

kepada:
Nama : WAHYU ABDI NEGARA MOHADI

No. Pokok  :B022211006
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
JudulTesis : Analisis Hukum Penerapan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pada
Perseroan Terbatas
Dengan ini menerangkan Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian pada
kantor saya, yang berhubungan dengan judul tesis tersebut.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Maros, 18 September 2022
An/PT.ANUGERAH BINTANG CEMERLANG PRATAMA

=0 U% ABCPRATARA



